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A. Tujuan

Penetapan status Penggunaan (PSP) BMN adalah suatu bentuk surat keputr.rsan dari

Pengelola Barang atarpun Pengguna Barang mauptut Kuasa Penggtma Barang sesuai

ketenhnn pendelegasian sebagian kewutangan untuk menetapkan kewenangan

pengguraan BMN yang berada dan menjadi tanggmg jawab Satuan Kerja di lingkungan

Politeknik Negeri Lhokseumawe dibawah kemenristekdikti atau dalam kata lain

merupakan pemyataafl terhadap kewenangan untuk menggunakan dan melaksanakan

tanggungjawab pengelolaan BMN terhadap BMN yang telah ditetapkan status penggunaan

sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pengelola Barang.

B. Ruang Lingkup

1. Tanah dan/atau bangrman.

2. Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan.

3. Barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25 juta per uDit/satuan.
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